SALINAN|

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTUL

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTUL
NOMOR 7 TAHUN 2022
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
BANTUL NOMOR 11/HK.03.1-Kpt/02/3402/KPU-Kab/X /2021 TENTANG
PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTUL

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTUL,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan pengendalian gratifikasi
di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Bantul, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul
telah menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Bantul Nomor 11/HK.03.1-
Kpt/02/3402/KPU-Kab/X /2021 tentang Pembentukan
Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di
Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Bantul;

b. bahwa untuk menyesuaikan nomenklatur jabatan
struktural sesuai dengan tugas, fungsi, susunan
organisasi dan tata kerja yang baru serta dengan
adanya Pejabat Eselon IV pada Sekretariat Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Bantul, yaitu Sdr.
ARDIAN DEWANTO SETIADI, S.E, Kepala Sub Bagian
Keuangan, Unum dan Logistik yang alih tugas ke
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa
Yogyakarta, perlu merubah Keputusan Komisi
Pemilihan Umum  Kabupaten Bantul Nomor
11/HK.03.1-Kpt/02/3402/KPU-Kab/X/2021 tentang
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Mengingat

2.

Pembentukan Satuan Tugas Unit Pengendalian
Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Bantul;

bahwa  berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Bantul tentang Perubahan atas Keputusan
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul Nomor
11/HK.03.1-Kpt/02/3402/KPU-Kab/X/2021 tentang
Pembentukan Satuan Tugas Unit Pengendalian
Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Bantul;

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun
1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001
Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4150);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4250) sebagaimana telah beberapa kali diubah,
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun
2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang
Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan

Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik
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Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
Undang-Undang Nomor S5 Tahun 2014 tentang
Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang
Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang
Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri
Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4450);

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4890);

Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang
Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 6718);

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang
Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014
tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas
Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah
Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi
Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 1813) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019
tentang Perubahan atas Peraturan Menteri

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
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Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman
Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas
dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan
Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 671);
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun
2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian
Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal
Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan
Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 1153);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun
2015 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan
Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 1695);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun
2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum,
Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320)
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir
dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4
Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan
Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang
Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan
Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2021 Nomor 786);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun
2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan
Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan
Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi
dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 1236);

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor

612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020 tentang Road Map
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Memperhatikan

Menetapkan

KESATU
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Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun
2020-2024;

16. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor
314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk
Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan
Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum
Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota;

17. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan
Umum Nomor 244 Tahun 2022 tentang Pemberhentian
dan Pengangkatan Kepala Sub Bagian pada Sekretariat
Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat
Komisi Pemilihan Umum  Kabupaten/Kota di
Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022;

18. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul
Nomor 11/HK.03.1-Kpt/02/3402/KPU-Kab/X/2021
tentang Pembentukan Satuan Tugas Unit Pengendalian
Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Bantul;

Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 343/PW.01-
SD/10/2022, tanggal 20 Mei 2022, Perihal Pembentukan
Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan

KPU Provinsi dan KPU Kabupaten /Kota Tahun 2022;

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
BANTUL TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTUL NOMOR
11/HK.03.1-Kpt/02/3402/KPU-Kab/X /2021 TENTANG
PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN
GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTUL.

Menetapkan perubahan pada Lampiran Keputusan Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Bantul Nomor 11/HK.03.1-
Kpt/02/3402/KPU-Kab/X/2021 tentang Pembentukan

Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan
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Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul, sehingga
seluruhnya menjadi sebagaimana tercantum dalam
Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA . Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 6 Juni 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTUL,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya DIDIK JOKO NUGROHO

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
BRATEN BANTUL
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LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTUL

NOMOR 7 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTUL
NOMOR  11/HK.03.1-Kpt/02/3402/KPU-
Kab/X/2021 TENTANG PEMBENTUKAN
SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN
GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTUL

SUSUNAN DAN NAMA-NAMA PERSONIL
SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTUL

JABATAN DALAM JABATAN DALAM
A Nohea DINAS SATUAN TUGAS
1. | DIDIK JOKO NUGROHO, S.Ant. Ketua KPU Pengarah
2. | MUSNIF ISTIQOMAH, S.Pd.I Anggota KPU Pengarah
3. | JOKO SANTOSA, S.H.I, M.H.I Anggota KPU Pengarah
4. | MESTRI WIDODO, S.IP, M.M Anggota KPU Pengarah
5. | WURI RAHMAWATI, M.Sc Anggota KPU Pengarah
6. | YAYULIANTO, S.E, M.L.P Sekretaris KPU Ketua
Ka. Sub Bag. Hukum

7. | DENY WIDYANINGSIH, S.H dan Sumber Daya Sekretaris

Manusia

Ka. Sub Bag.

8. | BIKAH KUSTI NOVIANI, S.E Keuangan, Umum dan Anggota

Logistik

Ka. Sub Bag. Teknis
Penyelenggaraan
9. | RAHMAT PURWONO, S.IP, M.A Pemilu, Partisipasi dan Anggota
Hubungan Masyarakat
Ka. Sub Bag.

10. | WISNU DANI KUSUMO, S.H Perencanaan, Data dan Anggota

Informasi

Ditetapkan di Bantul

Salinan sesuai dengan aslinya pada tanggal 6 Juni 2022
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

[ ST BT KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
adSnb Bagian Hukum dan

Aya Manusia, KABUPATEN BANTUL,

ttd.
gsih DIDIK JOKO NUGROHO
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